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_ KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: [H5%  TAHUN 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEXOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGER! 1 SEBANGKI

KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAIN BARAT

pengendalian mutu layanan pendidikan;
b bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan,

.‘_

Su il No. 7 Poatianak 78116 Telp. (056!) 734602, 733756 Fax 7329’76

Menimbang : a bshwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan
komponen masyarakat melalul peran serta dalam penyelenggaraan dan

khususnya
pelaksanaan program pendidikan manengah universal, diperlukan langkah-
langkah strategis untuk percepatan pelaksanaanya agar tercapai Angka

Partislpasi Kasar (APK) pendldikan dapat terwujud dalam tahun 2019;
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pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
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Baret;

(Lembaga Negera Repu btk Inddnesia 1106);

2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

{Lembaga Negera Republik Indonesia 4301);

w

H

(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

L

Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 54100);

h

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Baras.
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semua

bahwa salah satu langkah strategis dimaksud daleth melalul fasllitas untuk
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung
jawab pendidikan dengan memberikan lzin Operasional Sekoiah, bagi lembaga

bahwa sesuai dengan huruf 3, b, dan ¢ di atas periu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Pendldikan dan Kebudayazan Provinsi Kalimantan

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Otongm Provinsi Kaligmantan barat, Kalimantan Sefatan dan Kalimantan Timur

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Ttahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Permerintah Nomor 2019 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaga Negera Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan

Peraturan Gubernur Xallmantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Kependudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dlnas

] el P.noposal/Studr ketayakan serta surat permohonan Izin Operasiorlal Sek
' 5 Menengah Kejuruan Negeri 1 Sebangki, Kabupaten Lapdak epada Kepa a Din
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Le a'a'k bErdasarkan kajian di lapangan bshwa semua perSVaratan yang dabutuhk‘ﬂ
L2 " ,..sddah sesual dengan standar sebuah SMK Negeri;

3' Adanya rinclan (nduk Pengembangan Sekolah (RIPS), rencana dan strategi, proposal
dan studi kelayakan yang baik.

MEMUTUSKAN

:  Memberi lzin Cperasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sebangki,

Kabupaten Landak:
R 1. Program keahlian . AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN

-

- Kompetensi Keahlian  : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN
bs PERKEBUNAN

W 2. Program Keahlian ¢ MULTIMED!A

Kompetensi Keahlian » TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

KEDUA :  Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kehudayaan Republik Indcnesia baik yang sudah ada maupun yang
akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan
pendidikan pada Sekolah yang dikeloia.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagal akjbat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
' kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat vang relevan, "
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbalkan
dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

R DircTaokan di-p B anak

Pada Tanggal: £ Oktober 2019
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